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Pada hao ∶ni KaFnls tangga: LiFna buIan Ⅲaret tahun dⅡa 齑bu dua pu:IJh (Osˉ 0⒊2020) yang

beftanda tangan di bawah in1:

⊥. Nama
Alamat

Jabatan

2. Nama
Alamat

Jabatan

Dm。 susaⅡ刂,Ⅲ。AP
KOmplek Perkantoran dan PemukiFnan Terpadu Pemerintah Prov;ns:Kep。 Banεka

BeⅡtung Gedunε  Kantor GubeFnur LtⅡ I∶∶Jl。 Pu丨au Bangka κeIurahan`、:rItam

κepaIa D∶nas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan sipⅡ  dan PengendaⅡ an Penduduk Ke丨uarga Berencana daIarn haI∶ n:

bertindak untuk dan atas nama D∶ nas PembeFdayaan PeFempuan,PerI∶ ndungan
Anak, Kependudukan Pencatatan sip" dan PengendaⅡan Penduduk κeluarga

Beren∞ na yang se|anJutnya北 ebut P:H^κ PE盯AⅢ夂

D,s.R:VA:
KOmpIek  PerkantoFan  PemeFintah  ProvInsI  κepulauan  Bangka  BeI∶ tung

Pangkalpinang
KepaIa Dinas Kebudayaan dan Pa吨 wlsata Prov∶ nsi Kepu|auan Bangka BeⅡ tung

daIam haiin∶ bertindak untuk dan atas nama D:nas Kebudayaan dan Pariwi$ata
Provinsi KepuIauan Bangka BeIitung yang se∶ a犭utnya d:sebut PⅡHAK ⅡEDuAⅡ

土



且。

2.

3.

P:HAκ PERt川
"A dan P∶

H^K ⅡEDuA yang se∶a刂utnya secaFa beFsamaˉ sama d沁ebut PARA P∶HAκ ,

tefIebih dahulu menerangkan sebagai beⅡ kut

土. bahWa PIHAκ  PERt^Ⅲ
^ adalah unsur peIaksana Pemer∶

ntah Prov∶ nsi κepulauan Bangka
BeⅡtung di bidang kependudukan dan pencatatan s∶ p∶ I yang bertanggung jawab kepada
Gubernur κepu{auan  Bangka BeⅡtung yanε  berwenang dan befkew刽 iban  meIayan∶

ρemanfaatan NOmor Induk Kepθ ndudukan (Nlκ), Data Kependudukan dan KTP eIektron丨 k
k￠ pada丨 embaεa pengguna,ya∶ tu satuan κe刂a perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

'ge丨 itung;

∶:∶. bahWa P∶ HAK KEDuA adalah D∶ nas κebudayaan dan PaⅡ w∶sata Provinsi KepuIauan Bangka
Be丨 itung yang Fnerupakan satuan Ke刂 a Perangkat Daerah PFOv∶ nsi κepuIauan Bangka BeI∶tung;

Dengan rnemperhat∶ kan ketentuan peraturan perundang~undah笆 an sebagai beⅡ kut:

Undang~undang NOmor 23 丁ahun 2006 tentang Adn1inistrasi Kependudukan (Lembaran
Negara RepubⅡ k Indones∶a丁ahun2006NOmoF△ 24,Tambahan Lembaran Ⅱegara RepubⅡ k
lndones∶ a NOmor4674、 sebagaima"a teIah diubah dengan undang~undang NOmor24Tahun
20±3(Lembaran Negara RepubⅡ k:ndones∶a丁ahun20±3Ⅱomor232,丁ambahan Lembaran
Negara Republik Indones∶ a NOmor5475);

Undang~undang NOmor生⊥Tahun2008tentang Informasi dan Transaksi EIektronik(Lembaran
Negara RepubⅡ k Indones∶ a丁ahun 2008Ⅱomor58,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
Indonesia Nomor4843),sebagairη ana teIah d:ubah dθ ngan undang~undang Nomor± 9Tahun
20⊥6(Lembaran Negara RepubI;kIndonesia Tahun20夂 6Nomor25土,Tambahan Lembaran

"egara RepubⅡ
k lndonesia NOmor5952);

PeFaturan Peme沌 ntah NOmoF37Tahun2007tentanε  Pelaksanaan undang-undang Nomor
23Tahun2006tentang AdrninistFasi κependudukan(Lembaran Negara RepubIik lndonesia
Tahun 2007 NOmor 80, Tambahan Lembaran Ⅱegara RepubⅡ k Indonesia NOmor 4736)
sebaga∶ mana teIah d:ubah dengan Peraturan PemeF∶ ntah NOmor生02丁ahun20生2(Lembaran
Negara Republ∶ k lndonesia Tahun20± 2NOmor265,丁ambahan LembaFan Negara RepubⅡ k
Indones∶ a Nomor5373);

Peraturan Pemerintah Ⅱomor82丁ahun20置 2tentang Penyelenεgaraan sistenl dan Transaks∶

Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia 丁ahun 20生 2 NOmoF 工89, Tambahan
Lembaran Negara RepubⅡ k lndonesia Nomor5348、

Peraturan Pres∶ den NOmor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
8erbasis NOmor!nduk Kependudukan secara Ⅱasiomal,sebagairnana te丨 ah diubah beberapa
kaI∶,temkhiF dengan Peraturan Presiden NOmor△ 生2丁ahun20生3(Lembaran Negara Repub|ik
Indonesia TahLJn20丘 3NOmo'257);
Peraturan IⅥ enteH Dalam NegeH NOmoF⊥ o2Tahun20±9tentang PembeJan Hak Akses dan
Pemanfaatan Data κependudukan。

BeFdasaFkan ha卜 hal sebaga∶ rnana teFsebut di atas, dengan in∶  PARA PIHAκ sepakat untuk
membuat Pe刂 anjian Ke刂 asama tentang Pemanfaatan NOmor lnduk KependudL】 kan dan Data
κependudukan dengan ketentuan sebaga∶ beHkut:

4.

5.

6.
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PasaI工

ⅢAKsuD DAⅡ ΠJuA"

Maksud dan t刂 uan Pe刂 anj∶ an Ke刂asama∶ n;adalah untuk rnengefektifkan funi莒
}·
b:dan peran PARA

PlHAX daIarn pemanfaatan Data隘 ependudukan berbasiskan NOmorInduk Ⅸependudukan.
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 Pe刂a”扩am Ke刂asama∶ni fnel∶ pu刂:

Pemanfaatan NOmor∶ nduk Kependudukan.
Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasa;3
κEWAJlBAⅡ PARA PlHAκ

(△, H"AK P△u⒒
"^mempunya∶

kew刽:ban:

a.  Pemanfaatan Ⅱomor∶ nduk κependudukan:

工. Fnemfasilitasf pembe酒 am NOmof Ⅱnduk Kependudukan kepada PIIlA“  ⅨEDl,A dan
membe四  tanda  pada  ㈣omor  ∶nduk  κependudukan  yang  sudah  d刂 an冂in

ketun1:;甘::I:tlannya;dan

2。 membeⅡkan birnb∶ ngan tekn∶ s dan pendamp∶ngan tekn∶ s tentang ∶FnpIementas∶
kewaj∶ban P:HAK KEDuA untuk men∞ ntumkan Ⅱomor!nduk κependudukan daIam
:ayanan PIHAK κEDuA atas b∶ aya PIH^Ⅱ κEDuA。

b. Pemanfaatan Oata Kependudukan:

土 mernfas∶ I∶tasi peMbeⅡ an hak akses secafa terbatas kepada PⅡ +lAX κEDUA siesuai
dengan kebutuhan,yang d;k犭 i OIeh T饣n tekn∶sdaH P^RA Pl,LAh untuk Fnendapatkan
perset刂uan PlHAκ  PERTAmA atas nama Gubernur KepuIauan Banε ka Bel∶tunε ;

2. menyed∶ akan Jadngan komun∶ kasi data daJ P:H^K PERtAⅢ A kepada P∶ HAκ KEDUA
untuk生 fsatu)硒tIk atas biaya PⅡHAκ κEDu凡

3Ⅱ  memhsiⅡtasi ρembeJan bimbingan teknis dan pendamp∶ ngan teknis tlentang
irnp:ementas∶  pemanfaatan Data Kependudukan OIeh PⅡ HAⅡ PER丁AⅢ

^ kepadaPI"Aκ κED山△dan

4.  me刂aga kerahasiaan,keutuhan,dan kebenaran data yang d∶ peroleh dan d∶ akses
daⅡ PIHAⅡ  κEDUA WaIaupunjanε ka waktu Pe刂an1an κθ刂asama∶ ni teIah berakh∶ r。

G扌 ⅡH^κ “EDuA mempuny耐 keW司iban:

a。  Pemanfaatan ⅢofvlofImduk Kependudukan:

mencantumkan Nomor 1nduk κependudukan yanε  sudah d刂 aⅡ呐n ketunggaIannya
daIarn setiap Iayanan yang diterbitkan P1HAκ  KEDUA daIan∩ rnembedkan peIayanan
keρad1:1pubⅡ k;dan

menyediakan pefamgkat dan tenaga tekn∶ s serta anggaran untuk pe:aksanaan
b:rnbingan teknkB dam pendamp∶ ngan tekn1s guna kelancaran i了 np∶ementas∶

keη旧jiban PiInⅡ KEDuA untuk mencantumkan Ⅱomor:nduk κependudukan daIam
layanan HH^κ κEDuA。

卩



Pemanfaatan Data Kependudukan:

上. menJan△n kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dad PIHAK
PERTAMA WaIaupunjangka、″aktu Pe刂anjian Kθ刂asama initelah berakh∶ r;

2. menyed:akan peranε kat dan tenaga tekn:s untuk dapat mengakses Data
κependudukan;

3. menu刂 uk secara tertuI∶ s土 (satu)orang p苟 abat tetap d∶ PIH^κ κEDuA seba舀引
pengel° Ia hak akses yang diberIkan WeWenang dan tanggunε  jawab oIeh PlHAK
κEDuA;

再. 湘θnyampa∶ kan secara tertuⅢs usulan namaˉnama petugas pen裰驷na data
kependudukan dar:pegawai tetap P∶ HA“ κEDUA kepada PlH且Ⅸ PERTAⅢ A Iηe∶alui

penge10∶ a hak akses;

5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jadngan komun∶ kas: data daH 卩!HAκ
PER瓦A"^kepada PIHAκ  κEDu^untuk土 tsatu)t泗 k;

meny∶apkan dukungan anggaran untukjaringan k° mun∶kaoi data koneksitas dari tit;k

penedmaan hak akses da羽 P:H^κ PERTAⅢA ket∶】kˉt沁ik Ia:nnya d∶ ;ingkungan PⅡ H^κ

κEDuA sesuai kebutuhan;

menyediakan anggaran untuk pe:aksanaan b:Fnbingan tekn泅  dan pendamp:ngan
teknis tentanε  irnplementas∶  penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
peronngan yanε  dikeIoIa oleh PIHAⅡ κEDuA yanε sudah dⅡenεkap∶ dan d∶beFsihkan

o∶eh P:HAK pERTA川 V、 dan

membedkan hak akses seα ara terhatas kepada PlH^κ PERTA泅A untuk memaⅡ k data
yang dim:;ik:PlHAX κEDUA guna|η elengkap∶ database kependudukan mi:ik PlHAⅨ
PE::1卩:讠

`9LⅢ

A。

Pasaf4
HAK PAR^PlH^Ⅸ

(±, p1糠κ PEFTAⅡ A mempun罗△hak

a.  Pemanfaatan"omorlnduk Kependud"kan:

Mengawasi pelaksanaan kew茚 ban P∶ H^Ⅱ κEDV^untuk Fnen∞ ntuFnkan Nomor lnduk
Kependudukan dalam Iayanan yanε  dmerb次kan Pl,IAX汛ED甄

b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

土。  memberikan perse扭 刂uan terhadap usu∶ an PIHAκ  “EDuA tentanε  penge∶ oIa hak
akses dan petugas penε guna data kependudukan;

2.  memgawas∶ pe∶aksanaan pemanfaatam Data Kepemdudukan∶ dan

3.  mendapatkan hak akses secara terbatas daⅡ  P刂I1AK沉EDUA untuk peng陌 n∶an data
yang dirn1∶ I1【∶oIeh PlHnK KεDuA guna meIeng【 fapi data0ase kependudukan secara
nas∶onaI.

(2) PIHAκ κEDUA mempunyaihak:

a。  Pemanfaatan Ⅱomor∶ nduk Kependudukan:

mendapatkan NomorInduk Kependudukan yang teIah d刂 anlin ketungga丨 annya untuk
seIuruh pen茁unaan丨ayanan yanε diselenggarakan oIeh PIHAκ κEDuA;dan
mendapatkan birnb∶ngan teknis dan pendamp∶ngan teknis tentang ∶rnplementas∶

kewa刂 iban PlHAκ κEDu^untuk mencantumkan NOmor丨 nduk Kependudukan yang
teIah d刂 an1in ketunggaIannya dalam Iayanan yang diterb∶ tkan PIHAκ κEDuA。

6.

7。

8.

⊥。

2.



b.  pemanfaatan Data κependudukan:

丘.  mendapatkan hak akses Da△ , κependudukan secara terbatas sesua: kebutuhan
dengan perset刂 uan terlebih dahu∶ ud猁 P∶HAκ PE盯

^Ⅲ
A;dan

2。  mendapatkan b∶ rnb∶nga】l teknis dan pendamp:ngan teknis tentang ∶rnρIementas∶

penggunaan hak akses Data Kependudukan.

PasaI5
f  

邛
                   EVALuAs∶ DAⅡ PELAPORAⅡ

(△) PlH^K KEDuA berkew刽 :ban membuat Iaporan berkaIa pemanfaatam NOmor lnduk
Kependudukan dan Data Kependudukan per sernester,bu丨an Juni untuk sernester pe陡ama
dan buIan Desember untuk semester kedua kepada PIHAκ PERt^ⅢA den茁an tembusan
DirekturJenderaI κependudukan dan Pencatatan sipⅡ dan Gubernur。

(2)  PIHAκ  PEF「Am^meIakukan eva∶ uas∶ pemanfaatan Ⅱomor Induk κependudukan dan Data
Kependudukan seCara berkaIa atas Iaporan PIHAK κEDu^sebagairnana dirnaksud pada ayat
(⊥).

(3)  P∶HAK PER叮焖 A dapat FneIakukan eva丨 uas∶ pemanfaatan NOmor lnduk κependudukan dan
Data Kependudukan sewaktuˉ waktu。

(4)  HasⅡ evaIuasi sebaga∶ rnana d∶rnaksud pada ayat(2)dⅡ aporkan keρ ada Gubernur den甾 an

tembusan MenteⅡ  Dalam Nege羽  meIaIui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

sipi1.

PasaI6
JAⅡGKA WA盯u

PerJanJIan Ke刂 asama ini mula∶  beFlaku seJak d∶ tandatanganinya Pe刂 anJIan κe刂asama ini OIeh

P^RA PlHAκ sampai dengan tangga∶ 弓Maret2025dan dapat diperpa呵 ang atas pe阝etI刂uan PARA
PIHAκ .

Pasa∶ 7
κEADAAm ⅢEⅢAKsAfmnCE昭刽曰田喝卜

ApabⅡa terJadi ha卜 haI di  Iuar kekuasaan PARA PlHAK atau  keadaan memaksa,
dapatdⅡ akukan perubahan pe丨 aksanaan Pe刂 anj∶an κe刂asama atas perset刂 uan PARA PIHAκ .

κeadaan memaksa sebagairnana dirnaksud pada ayat (土λ adaIah adanya keb刂akan
peme哎ntah yang mengakibatkan tidak dapat d∶ 丨anJLltkannya 卩elaksanaan PerJanJIan

Ke刂asama∶ ni dan apabiIa te刂 ad∶ ha卜ha丨 diIuar kekuasaan PARA PIHAκ

Pasa∶ 8
BERAκHIRmVA PERJAⅡ J∶AⅡ κERJAsAm^

Pe∶∶janJian Ke刂asama berakhir apabⅡ a:

a. jangka waktu Pe刂 anJlan Ke刂 a$ama teIah seIesa∶ ;atau

b. ata$kesepakatan PARA P∶ HAκ untuk rnengakhiri ke刂 asama sebelum janε ka waktu Pe刂 an刂ian

κe刂asama berakhlr。

±
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(土)

(2)

PasaI9
PEⅡΥELEsAlAⅡ  PERsELIsIHA"

ApabⅡ a dikemudian har∶ tirnbuI perrnasaIahan daIam perbedaan penafsiran dan peIaksanaan
Pe刂 anj∶an Ke刂 asama ∶ni antara PARA PIHAκ  akan diseIesa∶ kan secara musyawarah untuk
mufakat。

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebaga∶ rnana d∶rnaksud pada ayat(⊥ )tidak tercapa∶ ,

maka akan diseIesaikan sesuai dengan peraturan perundang~undangan。

PasaI±o
LAIⅡ L̈AlⅡ

DaIam haI diperIukan adanya penambahan atau penεuranεan mateH Pe刂 anj∶ an Ke刂asama
∶ni,maka dapat dⅡ akukan perubahan atas perset刂 uan PARA PIH^κ .

Perubahan sebaga∶ rnana dirnaksud pada ayat (工 ) dituangkan dalaΠ l ^dJe"d"mo yang
merupakan bagian yang tidak terp∶ sahkan dari Pe刂 anjian Ke刂 asama ini.

Ketentuanˉketentuan yang be“葫fat teknis dan operas∶ onaI daIam peIaksanaan Pe刂 anjian

Ke刂 asama ini akan disusun daIarn standard operasionaI dan Prosedur(sOP>

Pasa∶ ±±

PEⅡU盯VP

Den刂ⅡanPe刂 a刂:an κe刂asama∶ni dibuat daIam rangkap2(dua),mθ sing~masing d∶ bubuh∶ materai
Cukup dan Fnempunya∶ kekuatan hukun1yangsama seteIah d:tandatan眉 弘ini PARA PIHAκ .

⊥9870土 土00⊥

(土)

(2)

(3)
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